BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No0.497, 2012 KEMENTERIAN KESEHATAN. Petunjuk Teknis.
Pelayanan Kesehatan Dasar. Jaminan
Kesehatan Masyarakat.

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2581/MENKES/PER/XI1/2011
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAYANAN KESEHATAN DASAR
JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses dan mutu
pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin telah
diselenggarakan program Jaminan Kesehatan
Masyarakat;

b. bahwa untuk memperjelas mekanisme
penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar pada
program Jaminan Kesehatan Masyarakat,
diperlukan petunjuk teknis pelaksanaan;

c. bahwa Petunjuk Teknis Jaminan Pelayanan
Kesehatan Dasar Jamkesmas yang telah diatur
dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
1097/Menkes/PER/V1/2011 sudah tidak sesuai lagi
dengan kebutuhan operasional dan mekanisme
penyaluran bantuan sehingga perlu disesuaikan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c,
perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan
tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Kesehatan
Dasar Jaminan Kesehatan Masyarakat;
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Mengingat

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang
Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3637);

Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang
Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4456);

Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
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